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Abstrak

Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap
tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum
dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga
Pemerintah menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan
sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan
kebiri secara kimiawi. Penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro
kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap
melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945, Konvensi
Internasional ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, terlepas dari adanya pro
kontra tersebut, seyogianya Pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia,
sarana prasarana, dan peraturan pelaksananya agar aturan ini dapat diberlakukan
secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mengurangi peningkatan jumlah
kekerasan seksual dan timbulnya kejahatan yang berulang.

Kata kunci : kekerasan seksual, kebiri kimiawi, perlindungan HAM.

Abstract

Sexual offenders in Indonesia increased every year. Criminal punishment
for the sexual offender as set forth in Penal Code and Children Protection Act is
considered not effective so that the government had issued Law Number 17 Year
2016 that applied punishment for a sexual offender by imposing chemically castrated.
Implementation of chemical castration raises pro and contra opinion in the society
about its enactment effectiveness and also considered as a violation of human rights
as is contained in 1945 Constitution, International Convention ICCPR and CAT which
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it has already ratified by Indonesia, and Law Number 39 of 1999 concerning Human
Rights. Despite the presence of pro and contra opinion, the government should pay
attention to the needs additional human resources, infrastructures to carries out
this task, and regulations so this can be implemented effectively and efficiently in
order to reduce numbers of sexual offenders.

Keywords: sexual offenders, chemical castration, and protection human rights.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan kekerasan seksual (pemerkosaan)! yang tidak surut oleh
perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia,
menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Peristiwa yang
terjadi medio April 2016 lalu, kejahatan kekerasan seksual disertai pembunuhan
secara kolektif terhadap Yuyun? di Bengkulu dan Siti Aisyah?® di Kalimantan Selatan
membuat publik geram dan marah atas kejadian kejahatan kekerasan seksual
berulang kali yang seakan tidak ada habisnya. Kejahatan kekerasan seksual
merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya
semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya.
Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan
memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap
sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan
terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan.
Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar
kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap

' Komnas Perempuan mengenali 14 bentuk kekerasan seksual. Keempat belas jenis kekerasan seksual tersebut adalah (1) perkosaan; (2) pel-
ecehan seksual; (3) eksploitasi seksual; (4) penyiksaan seksual; (5) perbudakan seksual; (6) intimidasi/serangan beruansa seksual termasuk
ancaman atau percobaan perksoaan; (7) prostitusi paksa; (8) pemaksaan kehamilan; (9) pemaksaan aborsi; (10) pemaksaan perkawinan; (11)
perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; (12) kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan
diskriminatif beralasan moralitas dan agama; (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (14) praktik tradisi bernuansa seksual
yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Keempat belas jenis kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena ada kemung-
kinan sejumlah jenis kekerasan seksual yang belum kita kenali akibat keterbatasan informasi mengenainya. Seruan ini menghantarkan Komnas
Perempuan untuk menemukan bentuk lain di tahun 2012 dari kekerasan seksual yang dihadapi perempuan, yaitu (15) pemaksaan kontrasepsi/
sterilisasi (http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf).

Dilansir CNN Indonesia, sebanyak enam dari 14 pemerkosa Yuyun ternyata berstatus anak di bawah umur. Dua di antaranya tercatat sebagai
siswa SMP, yakni S (16) dan EG (16). Sementara delapan pelaku lainnya sudah dewasa. Pelaku pemerkosaan dan pembunuh Yuyun telah
beberapa kali menjalani sidang di pengadilan. Rata-rata pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun dituntut dengan hukuman penjara 10
tahun (http://www.idntimes.com/rizal/5-fakta-terbaru-mengejutkan-mengenai-kasus-yuyun).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, menjatuhkan vonis hukuman seumur
terhadap pelaku pemerkosaan dan kekerasan terhadap anak Siti Aisyah (7) tahun yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. (http:/www.
antaranews.com/berita/598145/pemerkosa-anak-hingga-meninggal-divonis-seumur-hidup)
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perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki
dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki
kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk
pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas
sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien
atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh
masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.

Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus,
namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan
ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan
semata. Pandangan semacam ini bahkan didukung oleh negara melalui muatan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP kejahatan
kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap
kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang
dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah
persoalan moralitas semata.

Di satu sisi, pemahaman sebagai masalah kesusilaan menyebabkan kekerasan
seksual dipandang kurang penting dibandingkan dengan isu-isu kejahatan lainnya
seperti pembunuhan ataupun penyiksaan. Padahal, pengalaman perempuan korban
kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan
seluruh integritas hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan
hidupnya lagi.*

Data Catahu 2016, Kekerasan Seksual yang terjadi di Ranah Personal, dari
jumlah kasus sebesar 321.752, maka kekerasan seksual menempati peringkat
dua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk
pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166
kasus). Ranah Publik, dari data sebanyak 31% (5.002 kasus) maka jenis kekerasan
terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%); dan Ranah
Negara (yang menjadi tanggung jawab) terdapat Kekerasan Seksual dalam HAM
Masa Lalu, tes keperawanan di institusi pemerintah, dan lainnya. Pelaku Kekerasan
Seksual adalah lintas usia, termasuk anak-anak jadi pelaku.®

+ http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf
°  http://Iwww.komnasperempuan.go.id/peryataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-
yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban/.
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Kekerasan, pelecehan®, dan eksploitasi seksual’ yang merupakan salah satu
bentuk kejahatan kekerasan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun
juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan kekerasan
seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran,
atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis
dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

[stilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan
dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan
akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual (pemerkosaan®) membawa
dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang.

Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual (pemerkosaan)
terhadap anak-anak perempuan itulah, Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016
lantas menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
Nomor 1 Tahun 2016° tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU 1/2016 ini kemudian disahkan
menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang
Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya
disebut dengan UU 17/2016)%, yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku
kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan
maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas
pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan
pemasangan pendeteksi elektronik.

Tak lama setelah Perpu ditandatangani dan disahkan menjadi UU, muncul
pro kontra di masyarakat atas pemberlakuan tindakan kebiri kimia bagi pelaku

¢ Tindakan beruansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksu-
alitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi-materi
pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan
rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

7 Aksi atau percoban penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual termasuk tapi tidak terbatas pada memperoleh
keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Termasuk di dalamnya adalah tindakan
mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, yang kerap disebut oleh lembaga pengada layanan bagi
perempuan korban kekerasan sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat yang mengaitkan posisi
perempuan dengan status perkawinannya sehingga perempuan merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku,
agar ia dinikahi.

& Serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (va-
gina), anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual atau pun benda-benda lainnya. Serangan
itu dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan,
di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang
koersif, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya. Ibid.

° Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.
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kejahatan seksual. Pihak yang mendukung pemberlakuan hukuman tambahan
kebiri secara kimia menyetujui hal ini sebagai langkah pencegahan dan sebagai efek
jera bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya. Sedangkan pihak yang menolak
pemberlakuan hukuman kebiri secara kimia dikarenakan Indonesia sebagai salah
satu negara yang telah meratifikasi ICCPR dan CAT seharusnya tidak menerapkan
hukuman yang bersifat mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia,
dalam hal ini melanggar pemenuhan hak dasar manusia yakni hak untuk tidak
disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan
derajat martabatnya sebagai manusia sebagaimana telah dijamin oleh UUD NRI
1945. Selain itu, pelaksanaan kebiri secara kimiawi juga harus memperhatikan
aspek biaya tinggi dan adanya persetujuan (informed consent) dari pelaku kekerasan
seksual atas tindakan kebiri kimiawi yang dilakukan padanya.

B. Perumusan Masalah

Melalui tulisan ini, Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan
hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual pasca terbitnya
Uu 17/2016.

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pelaku Kekerasan Seksual

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menerapkan sanksi (hukuman)
pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.
Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai
salah satu sarana politik kriminal. Bahkan, pada bagian akhir mayoritas produk
perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub bab tentang “ketentuan
pidana”'* Dalam beberapa Pasal di KUHP mengatur tentang pemberian sanksi
pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual
adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar
larangan tersebut.

Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 (dua)
cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan
penanggulangan di luar jalur hukum (non penal). Dalam hal penanggulangan

" Barda Arif Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005), h. 67
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dengan jalur hukum, maka ada kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian
sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam
KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana
diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 294, serta Pasal 298.

Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja,
dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan
badan yang agak hebat. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian “kekerasan” yakni
membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, disamakan dengan melakukan
kekerasan.'?

Seiring dengan perkembangan zaman, aturan KUHP dalam memberikan sanksi
(hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga masih banyak anak-anak
yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanya pembuat undang-
undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak
terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik,
kekerasan psikis dan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan
Pasal 82 UU 17/2016. Aturan perundang-undangan ini merupakan formulasi dari
KUHP yang dalam hal ini memberikan sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku
yang lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP, yakni hukuman pidana
mati, sesumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa
pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan
berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

B. Implementasi UU 17/2016
1. Sejarah dan praktek kebiri

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai
tujuan. Victor T Cheney dalam A Brief History of Castration 2" Edition, 2006,
menyatakan, kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000
tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang
jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di
Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih
tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan
serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja
di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.

2 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 52.

218 Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017




. —

Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual
Implementation of Chemical Castration PunishmentFor Sexual Offender

Di era modern, tujuan pengebirian lebih beragam, mulai dari usaha
mendapat suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya
menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga
dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta
populasi kelompok tertentu. Secara historis pengebirian kimia telah dipaksakan
pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosa dan
pedofil sering dengan imbalan pengurangan hukuman.

Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri
fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik seperti yang diterapkan di Republik Ceko dan
Jerman, dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofili sehingga
membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi
dorongan seksualnya.

Sementara itu kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan
dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia
antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya
bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka
kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang
bahkan hilang sama sekali.

Pengaruh kebiri kimia ini tak berlangsung permanen. Jika pemberian
cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi.
Beberapa jenis obat yang banyak digunakan adalah medroxyprogesterone
acetate (MPA) dan cyproterone acetate (CPA).'* Pengaruh obat ini ada dalam
rentang 40 jam hingga 3 bulan. Dorongan seksual atau gairah seksual
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting ialah hormon
testosteron.

Beberapa negara telah menerapkan Undang-Undang yang mengatur
tentang kebiri yaitu Denmark (1929), Swedia (1944), Finlandia (1970),
Norwegia (1977), Polandia (2009), Amerika Serikat yaitu negara bagian
California (1996) dan beberapa negara bagian lainnya, Argentina (2010),
Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), dan Rusia (2011),
Moldova (2012), dan Estonia (2012)."*

8 Medroxyprogesterone acetate (MPA), yang dikenal dengan nama merek dagang Clinovir, Cycrin, Depo-Provera dan Hystron, adalah obat hormonal
yang jamak digunakan untuk kebiri kimiawi di Amerika Serikat. Cyproterone acetate (CPA) dikenal dengan nama Androcur, Cyprone, Cyprostat
dan Dianette, digunakan di Kanada, Inggris, dan Jerman. (file:///C:/Users/198306292010122001.MKRI/Downloads/83-E._Pitula_-_Neuroethics-
FinalPaper.pdf)

' http://mckinneylaw.iu.edu/ihlr/pdf/vol5p87.pdf dan http://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-sek-
sual-3441985.html.
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Hukuman kebiri kimia berupa suntik antiandrogen, diketahui mempunyai
dampak negatif yaitu mempercepat penuaan tubuh. Cairan antiandrogen yang
disuntikkan ke dalam tubuh mengurangi kerapatan massa tulang sehingga
tulang keropos dan memperbesar risiko patah tulang. Obat itu juga mengurangi
massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan risiko penyakit jantung
dan pembuluh darah.

Di Rusia prosedur pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pengadilan
meminta laporan psikiater forensik untuk menindaklanjuti langkah medis
terhadap si pelaku. Kemudian pengadilan akan menyuntikkan zat depoprovera
yang berisi progesteron sintetis ke dalam tubuh si pesakitan. Dengan
menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria maka ini akan
menurunkan hasrat seksual. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan
pedofilia akan menjalani hukuman kurungan. Mereka baru bisa mengajukan
bebas bersyarat setelah menjalani 80 persen masa hukuman. Hukuman kebiri
yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan
bersalah oleh pengadilan.'®

Di Korea Selatan, Pemerintah menggunakan metode kebiri kimia hanya
jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan
seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya'®. Prosedur kebiri kimia
akan dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater, baru pihak kejaksaan
akan melakukan proses kebiri.

Di semua negara yang menerapkan hukum kebiri, pemerkosa yang diberi
hukuman pemberatan (kebiri) tetap menjalani hukuman kurungan badan
sesuai Undang-Undang yang berlaku. Meskipun beberapa Negara Eropa
tersebut di atas sudah memasukkan pasal hukuman atau tindakan kebiri dalam
hukum pidananya, namun hukum acara yang mengatur mekanisme penerapan
pasal tersebut mengalami kesulitan, karena sebelum dilaksanakan terlebih

' http:/fjateng.tribunnews.com/2016/05/17/apa-itu-hukum-kebiri-dan-apa-bedanya-kebiri-fisik-dan-kebiri-kimiawi-ini-penjelasannya?page=3

16 Hukuman kebiri kimia pertama kali diperkenalkan tahun 2011 di Korea Selatan untuk pelaku kejahatan seksual. Tahun 2013, Pengadilan Distrik
Daejeon mengajukan banding di Mahkamah Konstitusi untuk hukuman kebiri yang menurut mereka melanggar HAM. Banding dimentahkan dalam
voting yang berjumlah 6 hakim menyatakan pro dan 3 orang menolak. Mahkamah Konstitusi menyatakan kebiri yang dilakukan menggunakan
bahan kimia untuk memanipulasi hormon demi menekan hasrat seksual pelaku telah sesuai dengan konstitusi, sedangkan hakim yang menolak
hukuman kebiri dikarenakan permasalahan hukuman ini timbul ketika efek samping dari hukuman ini belum teruji dan terverifikasi secara klinis.
Pengadilan Daejeon akan menerapkan kebiri terhadap dua pelaku perkosaan dan pelecehan seksual. Pelaku bernama Kim Seon-yong, divonis
tujuh tahun menjalani kebiri kimia, ditambah dengan 80 jam terapi seks dan pendidikan selama masa tahanan 17 tahun yang diterimanya. Kim
awalnya divonis penjara 15 tahun pada 2012 untuk kasus perkosaan. Hukumannya ditambah setelah dia kembali melakukan pelecehan seksual
ketika kabur dari rumah sakit saat menjalani perawatan pendengaran. Pelaku kejahatan seksual lainnya bernama Yim yang kasusnya menjadi
pemicu banding ke MK Korsel dijatuhi kebiri kimia selama lima tahun saat menjalani hukuman lima tahun penjara. Dia divonis bui pada tahun
2013 setelah melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur (http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20160205000817 dan http://
www.cnnindonesia.com/internasional/20160207 115904-113-109388/untuk-pertama-kalinya-korsel-kebiri-pelaku-perkosaan/).
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dahulu dilakukan diagnosa, karena tidak semua pelaku harus dikebiri, tetapi
harus dicek dan diagnosa lebih dahulu kesehatan dan implikasi medisnya.

Aturan pidana di negara Eropa mensyaratkan adanya usia minimum untuk
penerapan hukuman kebiri fisik atau kimiawi, usia yang disyaratkan untuk
menjalani prosedur ini berkisar 14 - 21 tahun dimana pelaku yang akan
menjalani prosedur pun tidak boleh dipaksa untuk menjalaninya ataupun
diberikan pilihan apabila tidak menjalani prosedur kebiri akan menjalani
hukuman penjara yang lebih lama.

Negara bagian California merupakan negara bagian AS pertama yang
memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual
terhadap anak. Hukuman kebiri di California diterapkan sejak tahun 1996.
Sedangkan di negara bagian Florida, hukuman kebiri diberlakukan sejak
tahun 1997. Negara bagian lainnya ialah Georgia, lowa, Louisiana, Montana,
Oregon, Texas dan Wisconsin.

Di beberapa negara bagian tersebut, hukuman kebiri kimia bisa dilakukan
tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun
untuk tindak pidana kedua, hukuman kebiri diberlakukan secara paksa
kepada pelaku kejahatan seksual. Negara Bagian Amerika Serikat seperti
Lousiana dan lowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari treatment
dan bukan punishment. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat
panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya.
Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam
bentuk medroxyprogesterone acetate (MPA) diyakini akan menurunkan level
testosteron yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. Namun
pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual anak ditolak oleh The Food
and Drug Administration, alasan yang dikemukakan oleh FDA adalah untuk
mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan seksual anak harus
disuntik chemical castration dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap
minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku impoten.
Menurut institusi ini, tidak perlu membuat pelaku kejahatan seksual anak
impoten, disamping itu, suntikan MPA ini dapat mengakibatkan terganggunya
fungsi organ reproduksi pada pelaku disamping itu juga akan menimbulkan
problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan
MPA ini. "’

™ «...numerous MPA side effects, which includes: ‘increased appetite, weight gain of fifteen to twenty pounds, fatigue, mental depression,
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Para pengkritik hukuman kebiri menyatakan bila proses kebiri telah
melanggar hak asasi manusia, dan efek samping yang didapatkan adalah
penderitaan yang menyakitkan dan untuk jangka waktu panjang yakni
salah satunya osteoporosis. John Stinneford, seorang profesor hukum yang
berasal dari Universitas Florida menyatakan, “subjek dari kebiri kimiawi akan
mengalami proses yang disebutnya ‘melumpuhkan organ’ dan dapat disebut
sebagai suatu penyiksaan. Dalam tulisan yang sama, dia menyatakan bila kebiri
kimiawi adalah tindakan yang kejam dan merupakan hukuman yang tidak
biasa, karena melanggar Amandemen Ke-8 dari Konstitusi Amerika Serikat.!®

Putusan Pengadilan menyatakan treatment kebiri diberlakukan bagi pelaku
kejahatan seksual anak yang paling serius dan memiliki kecenderungan untuk
mengulangi kejahatannya. Persyaratan untuk memberikan treatment ini pun
sangatlah ketat, karena ternyata hasil penelitian medis menemukan efek
samping atas treatment ini diantaranya menimbulkan ketagihan/kecanduan,
migrant, sakit kepala yang berkepanjangan dan bahkan dapat menimbulkan
diabetes.

Tantangan Implementasi UU 17/2016

Laporan World Rape Statistic Tahun 2012 menunjukkan bahwa hukuman
mati atau hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan di berbagai negara di dunia
tidak efektif menimbulkan efek jera. Tidak ada bukti yang menjamin bahwa
penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap
perempuan dan anak.

Seiring dengan peradaban HAM, kebiri kimia diterapkan hanya sebagai
bentuk pengobatan medis yang bersifat sukarela dan harus disetujui pelaku
tindakan kekerasan seksual, dimana pelaku bersedia untuk melakukan hal
tersebut berdasarkan analisis dan rekomendasi para ahli medis. Hal inilah yang
saat ini masih diterapkan di Inggris, Jerman, Australia, Denmark, dan Swedia.

Penerapan kebiri kimia sebagai penghukuman adalah pelanggaran
HAM. Penolakan dari organisasi-organisasi HAM pada dasarnya bersandar

hyperglycemia, impotence, abnormal sperm, lowered ejaculatory volume, insomnia, nightmares, dyspnea (difficulty in breathing), hot and cold
flashes, loss of body hair, nausea, leg cramps, irregular gall bladder function, diverticulitis, aggravation of migraine, hypogonadism, elevation of
the blood pressure, hypertension, phlebitis, diabetic sequelae, thrombosis (leading to heart attack), and shrinkage of the prostate and seminal
vessels (L.H. Spalding. (1998). “Florida’s 1997 Chemical Castration Law: A Return to the Dark Ages.” Florida State Law Review. 25: 117-139
dan http://www.neulaw.org/blog/1034-class-blog/4070-mpa-a-the-chemical-castration-of-sex-offenders.

3

The Eighth Amendment to the U.S. Constitution reads: “Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual

punishments inflicted. (http://www.opposingviews.com/ilworld/law-south-korea-permits-chemical-castration-sex-offenders dan https://www.law.cornell.
edu/constitution/eighth_amendment).
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pada beberapa alasan yaitu; Pertama, hukuman kebiri tidak dibenarkan
dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut
oleh sistem hukum Indonesia. Kedua, hukuman kebiri melanggar Hak Asasi
Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah
diratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya Kovenan Hak Sipil dan
Politik (Kovenan Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga
Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus
dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat
manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama
efek jera yang diragukan secara ilmiah. Dan ketiga, segala bentuk kekerasan
pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi
atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi
terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menyasar akar
permasalahan kekerasan terhadap anak. Karena itu, organisasi-organisasi
HAM tersebut meminta agar pemerintah berfokus pada kepentingan anak
secara komprehensif, dalam hal ini sebagai korban, negara harus memastikan
korban mendapatkan perlindungan serta akses pada pemulihan fisik dan
mental, maupun tindakan lainnya yang menitikberatkan pada kepentingan
anak korban.

Menakar efektivitas tindakan intervensi dengan memberikan suntikan
kimiawi medroxyprogesterone acetate (MPA) (Amerika Serikat) atau
Cyproterone acetate (CPA) (Eropa, misalnya Androcur) terhadap pelaku
kejahatan seksual tidak bisa serta-merta digeneralisasi dari satu kondisi ke
kondisi yang lain. Faktor-faktor yang berkaitan dengan metodologi dari satu
riset tertentu perlu diperhatikan sedemikian ketatnya sebelum menyimpulkan
satu tindakan tertentu efektif menurunkan tingkat residivitas pelaku kejahatan
seksual. Kastrasi memang dapat menurunkan dorongan seksual pada pelaku
kejahatan seksual, namun demikian jika dilakukan pengebirian dengan
penghilangan testis, maka akan menghilangkan organ secara permanen. Di
samping itu walaupun akan turun secara drastis dorongan seksualnya, masih
dapat kembali apabila suntikan kimia treatment dihentikan, karena masih
adanya faktor-faktor psikologis yang dapat menimbulkan kembali dorongan
seksual. Pengebirian juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi
lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti
sakit hati, marah, dan dendam, sudah terbentuk sejak pelaku merasakan
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viktimisasi pada dirinya. Walaupun secara medis memberi dampak penurunan
dorongan seksual, namun harus dikaji secara mendalam, dampak sosial dan
psikologis pada pelaku yang dikebiri sehingga diperlukan pendampingan
psikologis dan sosial terhadap pelaku selama dan setelah menjalani masa
hukumannya.'® Kesulitan menemukan faktor pencetus dan treatment yang tepat
terhadap pelaku kejahatan seksual adalah kesulitan metododologis yang harus
menerapkan desain eksperimental. Sampel hanya terbatas pada pelaku yang
sedang menjalani hukuman. Guna memberlakukan suatu hukuman pemberatan
untuk pelaku kejahatan seksual dan sekaligus memberikan perlindungan
masyarakat, tidak boleh hanya didasari oleh pertimbangan emosional, common
sense, pencitraan, melayani tuntutan publik yang lebih banyak merupakan
pertimbangan emosional. Bagi ilmuwan, praktisi tenaga kesehatan, dan
aparatur penegak hukum setiap pertimbangan atau rekomendasi haruslah
didasarkan pertimbangan ilmiah yang ditandai adanya kesesuaian antara
gagasan dengan fakta dan sekaligus merupakan pelaksanaan amanah konsitusi
yakni melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di Indonesia, penerapan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam
UU 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002
tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada
tanggal 9 November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam UU No
17/2016 sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 81

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan
keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang
menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu

1 http://serendip.brynmawr.edu/exchange/serendipupdate/chemical-castration-benefits-and-disadvantages-intrinsic-injecting-male-pedophiliacs-.
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orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari
ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan
kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;

5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D
menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka
berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya
fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana
mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa
pengumuman identitas pelaku;

7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat
dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi
elektronik;

8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-
sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan
tindakan;

9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni
Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan
untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan
setelah terpidana menjalani pidana pokok;

2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah
pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;

3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan
rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
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2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan
keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang
menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu
orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari
ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan
kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;

4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E
menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka
berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya
fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1);

5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa
pengumuman identitas pelaku;

6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan
ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan
alat pendeteksi elektronik;

7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-
sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan
tindakan;

8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut UU 17/2016, disisipkan 1 (satu)
pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan
selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;

2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah
pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Disahkannya UU 17/2016 yang bermula dari diterbitkannya PERPU 1/2016
dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara
signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak,
selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana
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yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan
efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Terkait penerapan tindakan kebiri kimia dalam UU Nomor 17/2016 muncul
pendapat berbeda dinyatakan oleh para tenaga medis. Menurut Ketua Bagian
Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar,
Wimpie Pangkahila?’, pada era modern, kebiri memang tak lagi dilakukan dengan
membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil
ataupun suntikan hormon anti-androgen. Kebiri secara kimiawi dapat merusak
bahkan menggerogoti fungsi organ, yakni pengecilan fungsi otot, osteoporosis,
mengurangi jumlah sel darah merah, dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya.
Menurutnya, sejauh ini tidak ada data yang mendukung apabila penerapan kebiri
secara kimiawi bisa memberi efek jera lebih dari hukuman yang ada.

Menurut Dr. Arry Rodjani, SpU?%, seorang urolog, biaya untuk menyediakan
suntikan kebiri kimiawi sebesar Rp. 700.000,00 - Rp. 1.000.000,00 untuk sekali
pemakaian, dan efek suntikannya dapat bertahan dari 1 - 3 bulan. Menurutnya,
biaya tersebut mahal dan tidak efektif.

Selain itu dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menyatakan penolakannya
menjadi eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak-
anak. Hal ini menurut IDI dikarenakan pelaksanaan hukuman kebiri oleh dokter
dianggap melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.??

Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan juga diatur mengenai
larangan penerapan hukuman yang melanggar hak asasi manusia. Seperti yang
diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
199823 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan
Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau
Merendahkan Martabat Manusia) menyatakan:

“Each State Party shall undertake to prevent in any territory under

its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment which do not amount to torture?* as defined in article I, when

2

8

http://m.news.viva.co.id/news/read/783180-ahli-tidak-ada-data-kalau-kebiri-beri-efek-jera-pemerkosa dan http://health.kompas.com/
read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh
http://forumkeadilan.co/hukum/10-alasan-hukuman-kebiri-tidak-efektif-bagi-pelaku-kejahatan-seks/
http://www.antaranews.com/berita/566611/wapres-menghormati-keputusan-idi-tolak-eksekusi-kebiri?utm_source=related_news&utm_
medium=related&utm_campaign=news

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783.

The term “torture” means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such
purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed

2

2

2

3

2

R
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such acts are committed by or at the instigation of or with the consent
or acquiescence of a public official or other person acting in an official
capacity. In particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and
13 shall apply with the substitution for references to torture of references
to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.

Terjemahan bebas menurut Penulis bahwa setiap negara di wilayah
yurisdiksinya berkewajiban untuk mencegah segala bentuk kekejaman, perlakuan
tidak manusiawi, dan segala bentuk perlakuan atau penghukuman yang
dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan sebagaimana tercantum dalam definisi
Pasal 1.

Senada dengan aturan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1998, Pasal 7 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights
(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)?* menyatakan:

“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau
hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen
medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.”

Indonesia selaku negara yang telah meratifikasi [CCPR dan CAT, memiliki
kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi ketentuan larangan
untuk tindakan penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, serta segala bentuk
perlakuan dan sanksi yang merendahkan martabat manusia. Apabila Indonesia
menerapkan sanksi kebiri secara kimiawi dan tanpa adanya persetujuan yang
diberikan secara bebas oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual maka hal demikian
dianggap telah melanggar kewajiban yang tertera dalam dokumen ICCPR dan CAT.

Kebiri secara kimiawi juga telah melanggar hak asasi manusia sebagaimana
tercantum dalam UUD NRI 1945 terutama Pasal 28G ayat (1)* dan ayat (2)¥
serta Pasal 28I ayat (1)%.

or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind,
when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting
in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka
politik dari negara lain.

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
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Selain itu, hukuman kebiri juga melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia® yang
menyatakan:

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau
perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat
kemanusiaannya”.

Diantara pro dan kontra tentang pelaksanaan kebiri kimiawi yang melanggar
hak asasi manusia dan pertimbangan medis, pengesahan UU 17/2016 tentunya
telah melalui serangkaian pertimbangan yang matang. Selanjutnya, hal yang masih
perlu dijelaskan dalam pelaksanaan kebiri kimiawi adalah persetujuan dari pelaku
kekerasan seksual atas tindakan yang diambil. Pelaku haruslah diinformasikan
secara tepat dan menyeluruh atas konsekuensi dan efek kebiri kimiawi untuk
kemudian memberikan persetujuannya tanpa adanya sedikit pun paksaan akan
adanya pengaruh terhadap pembebasan dirinya dari hukuman penjara. Dan yang
terpenting adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum dan sesudah
pelaksanaan kebiri kimiawi dan faktor biaya yang cukup besar bagi penyediaan
obat-obatan untuk melaksanakan kebiri kimiawi.

Penerapan kebiri kimiawi tentunya telah mempertimbangkan aspek
‘perlindungan’ untuk tetap dapat hidup normal di tengah masyarakat, di lain pihak
hal ini juga dapat meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan
kebiri kimiawi harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai etika medis
yang baik. Bila kita mengharapkan pelaku kejahatan seksual dapat menunjukkan
penghormatan dan penghargaannya terhadap orang lain, maka seyogianya dalam
pelaksanaan kebiri kimiawi kita juga harus dapat melaksanakannya dengan rasa
penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang sama.

Pemerintah perlu memperkuat upaya-upaya pencegahan dan memberikan
pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual yang berulang,
menyiapkan aturan pelaksana teknis pelaksanaan hukuman tambahan kebiri
secara kimiawi, sarana prasarana, sumberdaya manusia baik tenaga kesehatan dan
psikolog yang mendampingi pelaku yang akan menjalani prosedur kebiri kimiawi,
dan anggaran untuk melaksanakan kebiri kimiawi secara berkesinambungan.
Pemantauan putusan pengadilan untuk mengawal pelaksanaan kebiri secara
kimiawi dengan berkoordinasi antar kementerian yang bertanggungjawab di

% Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
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bidang hukum, sosial, dan kesehatan agar tujuan pemidanaan tersebut menjadi
tepat sasaran yakni mencegah kejahatan kekerasan seksual berulang dan membuat
efek jera para pelakunya.

KESIMPULAN

Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap
tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum
dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif
sehingga Pemerintah mengesahkan PERPU No 1/2016 menjadi UU 17/2016
yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual
diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Penerapan kebiri
secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya
dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana
termuat dalam UUD 1945, Konvensi Internasional ICCPR dan CAT yang telah
diratifikasi oleh Indonesia, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun,
terlepas dari adanya pro kontra tersebut, seyogianya Pemerintah perlu menyiapkan
sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peraturan pelaksananya agar aturan
ini dapat diberlakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mengurangi
peningkatan jumlah kekerasan seksual dan mencegah kejahatan yang berulang.

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis merekomendasikan bahwa
pemberlakuan hukuman kebiri kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban
atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya.
Padahal, nyata bahwa aturan hukum pidana dan perlindungan anak yang ada
selama ini tidak pernah diberlakukan secara optimal. Pendekatan hukum bukanlah
satu-satunya cara untuk menghentikan tindakan kejahatan kekerasan seksual
terhadap anak dan perempuan. Pemberlakuan suatu kebijakan haruslah didasarkan
pada pertimbangan-pertimbangan sosiologis masyarakat mencakup upaya-upaya
pembenahan sistem peradilan, memperbaiki cara pandang partriarki dan merasa
dominan atas perempuan dan anak-anak serta kebijakan keberpihakan bagi
korban berupa pelayanan dan pemulihan yang efektif. Hukum kebiri kimia tentu
tidak bisa jadi solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan
seksual. Perlu ada kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk
menemukan akar permasalahan dan penanganan yang tepat untuk menangani
kejahatan kekerasan seksual.
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